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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam kehidupan kita sebagai manusia, selalu dihantui, diperhadapkan 

dengan berbagai masalah dalam kehidupan sosial. Jika kebanyakan manusia masih 

memiliki akhlak yang mulia dan terpuji dan tetap saling menjaga antara sesama, 

maka rasa aman dan damai dalam mejalanai hidup akan tetap ada. Dan sehingganya 

masyarakat bisa beraktifitas seperti biasanya dalam menjalani kehidupannya. Dan 

bilan hal itu terjadi sebaliknya, kebanyakan manusia tidak lagi mengedepangkan 

sifat-sifat yang terbuji dalam menjali hubungan antara sesama manusia, maka dengan 

hilangnya rasa aman dan damai itu, maka potensi permasalahan sosial juga akan 

timbul dengan berbagai macan persoalan. Dan masalah itu pun dapat dijalani oleh 

setiap orang tanpa memandang perbedaan usia, jenis kelamin, maupun sosial budaya.   

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan tongkat 

perjuangan bangsa ini. Masa yang akan dilaluinya sangatlah berbeda dengan masa 

yang telah dilalui oleh kedua orang tuannya. Sehingga peran orang tua dan peran 

negara dalam menjaga generasi ini, tentunya harus dengan penuh kesungguhan 

dengan bebagai upaya yang bisa dilakukan.  Perang keluarga sebagai madrasa utama 

seorang anak semenjak masih anak-anak, juga akan berbekas untuk perkembangan 

moral seorang anak. Mendidik seorang anak sejak dini, bagaikan menanam sebuah 

pohon dan hasilnya akan dituai oleh orang yang menanam tersebut. Jika orang tua 



 
 

mendidik dengan akhlak yang mulia, dengan cara-cara yang lembut dan santu dan 

disenangi oleh seorang anak, maka kelah ketika dia tumbuh menjadi dewasa, bahkan 

sampai dia meninggal pun, akhlak yang mulia itu akan tetap dia. Dan tidak menutup 

kemungkinan dengan didikan orang tua, akan menjadi asbab untuk keselamatan dunia 

dan akhiran untuk kedua orang tuanya, bahkan dengan saudara dan keluarga yang 

lainnya.  

Mendidik dengan baik adalah usaha yang harus dilakukan oleh orang tua. 

Selain itu orang tua juga harus mampu memahami perkembangan teknologi dan 

berbagai perubahan sosial yang terjadi. Karena orang tua pada saat anak usia remaja 

hidup di zaman yang berbeda dengan zaman yang harus dilalui oleh anak-anaknya. 

Terkait dengan hasil dari upaya mendidik, sepenuhnya kita serahkan kepada kepada 

Allah SWT, karena anak memang merupakan amanah dari Sang Khalid kepada 

hambanya. Manusi hanya mampu berdoa dan berusahan yang terbaik untuk anaknya 

sebagai generasi penerusnnya, generasi penerus agama dan generasi penerus bangsa. 

Masa-masa remaja adalah salah satu masa yang harus dilewati oleh semua 

manusia sebelum menjadi seorang yang dianggap dewasa. Masa remaja adalah masa 

yang penuh tanda tanya, siapa saya, apakah saya, dimana tempat saya, kenapa saya 

harus begini dan begitu. Masa ini merupakan masa ketidak pastian dan keadaan 

emosionalnya masih labih, sehingga remaja mudah terbawa dengan arus lingkungan 

sosialnya. Terlebih lagi jika meraka tidak memiliki dasar atau pegangan yang kuat 

yang harus ditanamkan oleh orang tua sejak masih kecil.  



 
 

Penanaman nila maupun norma moral/sosial dalam keluarga diwujudkan 

melalui disiplin orang tua terhadapa anaknnya. Disiplin merupakan latihan control 

diri (self control) untuk membentuk karakter seseorang, memperkuat dan 

menyempurnakannya.  Pada umumnya orang tua menggunakan tiga cara dalam 

mendidik dan mendisiplinkan anaknya, yaitu cara otoriter, cara permisif, dan cara 

demokratis. Dari ketiga cara tersebut,cara yang paling ideal adalah dengan cara 

demokratis. Meskipun dalam kenyaataanya masih ada orang tua yang mendidik 

anaknya dengan cara otoriter, mengatur dan memberi perintah dengan cara yang 

berlebihan dan bahkan tidak peduli dengan anak remajanya terlebih lagi jikalau 

memberikan kebebasan kepada anak remajanya.  

Anak tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda yang juga harus 

dipelajari oleh orang tua terhadap anaknya. Mendisiplinkan anak pun juga harus 

sesuai dengan karakter seorang anak. Akan tetapi pegangan orang tua harus tetap 

pada nilai-nilai moral, sehingga tidak semua apa yang menjadi keiginan anak remaja 

dipenuhi dan diaminkan oleh orang tua. Karena kebebasan dan pola didik yang manja 

dengan berlebihan, justeru akan menjadi boomerang buat orang tuanya jika seorang 

remaja tersebut sudah terbiasan dan pada akhirnya melakukan bebagai jenis tindak 

pidana yang dalam hal ini biasa disebut sebagai kenakalan remaja. 

Remaja sebagai manusia yang berkembang dari kanak-kanak menjadi dewasa 

tidak luput dari berbagai masalah. Hal ini tentunya disebabkan antara lain oleh proses 

pertumbuhan dan perkembangannya. Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang 



 
 

anak untuk menjadi dewasa tentunya dibarengi dengan perubahan secara fisik 

biologis maupun mental. Sikap dan pandagan sosial terhadap dirinya juga berubah.  

Remaja yang sulit memahami dan menerima terjadinya berbagai perubahan 

tersebut, dapat mengalami hambatan dan kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam 

lingkungan kehidupan sosial.  Tentunya hal ini menjadi masalah tersendiri bagi 

remaja yang sulit menyesuaikan diri yang pada akhirnya juga bisa mendatangkan 

masalah bagi orang lain, dalam hal ini kenakalan remaja.  

Kenakalan remaja akhir-akhirnya sudah menjadi surotan tajam dari bergaia 

pihak dengan hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif yang dimaksud disini adalah 

tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain maupun 

tindakan-tindakan yang dapat merugikan diri sendiri. Berbagai jenis tindak pidana 

yang dilakukan oleh orang dewasa, sekarang tindak hanya dilakukan oleh kalangan 

mereka yang sudah memiliki polah pikir yang lebih baik atau dalam hal ini orang 

yang sudah dewasa, akan tetapi berbagai jenis tindak pidana pun sudah banyak 

dilakukan oleh anak-anak usia remaja.  

Kasus perkelahian, kasus tawuran, kasus seksual, pembunuhan, pencurian, 

penganiayaan, dan termasuk kasus narkotikan juga ikut mewarnai data kasus 

kenakalan remaja di kepolisian. Tentun ini bukan suatu prestasi yang harus kita 

banggakan dari generasi penerus bangsa ini. Sehingga perlu upaya yang nyata dari 

berbagai pihak untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini. Sehingga tugas bangsa 

ini bukan hanya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupang 



 
 

bangsa, akan tetapi perlu juga upaya untuk memajukan moral bangsa ini yang kian 

hari makin miskin atas kecerdasan sprituan dan kecerdasan emosiaonal.  

Melalui alat kelengkapan negara dalam hal ini pihak kepolisian, juga memiliki 

tugas dan tanggung jawab untuk menjaga moral bangsa ini.  Tugas dan tanggung 

jawab kepolisian bukan hanya seputar pengamanan dan pengayoman kepada 

masyarakat. Melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana dan sebagainya, 

akan tetapi tugas kepolisian juga pada upaya untuk mencega terjadinya tindak pidana. 

Pada tubuh Kepolisan Resor Pohuwato dan begitu pun pada kabupaten/kota 

pada daerah lain, terdapat Satuan Binmas yang juga memiliki tugas dan peran untuk 

mencega terjadinya tindak pidana. Satuan Binmas Polres Pohuwato tertunya telah 

melakun berbagai upaya untuk mencega terjadinya tindaka pidana termasuk tindak 

pidana yang dilakukan oleh kalangan remaja. Berbagai kasus yang melibatkan 

kalangan remaja telah menamba daftar kasus kenakalan anak usia remaja di 

Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan data kasus anak usia remaja di Pengadilan Negeri 

Marisa di tahun 2019 saja sampai delapan kasus yang terdiri dari berbagai kelafikasi 

perkaya seperti pencurian, senjata tajam, perlindungan anak, dan termasuk kasus 

narkotikan (http://pn-marisa.go.id/).  

Tugas dan tanggung jawab Satuan Binmas Polres Pohuwato telah diatur 

dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Pemolisian Masyarakat. Selain itu juga dalam bentuk Surat Kepolisian 

Negara Republik Indonesia Nomor: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penaganan 

http://pn-marisa.go.id/


 
 

Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Surat Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor: B/3377/IX/2011/Baharkam tentang Penggelaran 

Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan. 

Dengan dasar hukum dan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

tentunya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satuan Binmas menjadi lebih 

jelas dan terarah untuk mencapai tujuan pemolisian masyarakat. selain itu, tentunya 

tugas Satuan Binmas bukan hanya dalam upaya untuk menekan angka kejahatan, 

akan tetapi juga berperan untuk berusaha menyelesaikan atau menagani kasus melalui 

Anternative Dispute Resolutionon (ADR). Sehingga harus lebih mengedepangkan 

prinsi-prinsip musyawara dalam penyelesaikan kasus tindak pidana tertentu. Dimana 

konsep ini juga merupakan turunan dari teori Restorative Justice dengan mengedepan 

pemulihan korban.   

Berdasarkan latar belakang di atas, maka calon penelitian akan melakukan 

penelitian dengan judul “PERAN SATUAN BINMAS POLRES POHUWATO 

DALAM MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA DI KABUPATEN 

POHUWATO.”  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengangkat rumusan masalah 

sebagai berikut: 



 
 

1. Bagaimanakah peran Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menaggulangi 

kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato ? 

2. Apakah yang menjadi kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam 

menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran Satuan Binmas Polres Pohuwato 

dalam menaggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato 

2. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala Satuan Binmas Polres 

Pohuwato dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat teoritis  

Harapan calaon penelitian dari hasil penelitian ini yaitu agar supaya  berbagai 

persoalan, berbagai masalah, berbagai kendala yang dihadapi oleh oleh Satuan 

Binmas Polres Pohuwato bisa menjadi pelajaran untuk perumusan peraturan 

perundang-undangan dan perumusan kebijakan, dan sekaligus menamba 

khasana keilmuan terkait dengan peran Binmas dan kenakalan remaja di 

Kabupaten Pohuwato, sehingga bisa menjadi bahan bacaan untuk anggota 

kepolisian khususnya pada Satuan Binmas. 



 
 

2. Manfaat praktik  

Harapan peneliti dari segi praktik bahwa hasil penelitian ini diharapakan bisa 

menjadi pedoman Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam menagani dan 

menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kenakalan remaja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana 

2.1.1 Pengertian Hukum Pidana 

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja 

yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana 

adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal 

saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan yang ditimbulkan oleh kelakukan 

orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya 

kejadian itu.  

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena 

antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat 

pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, 

jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika 

tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan 

hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian 

abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang 

tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu 

(Susilo Yuwono, 1994:64-66). Karena itulah, maka kurang tepat jika untuk 

pengertian yang abstrak itu digunakan istilah "peristiwa" sebagaimana halnya dalam 



 
 

pasal. 14 ayat 1 UUD Sementara dahulu, yang memakai istilah "peristiwa pidana". 

Sebab Kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian peristiwa itu adalah 

pengertian yang konkrit, yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu 

saja, misalnya: matinya orang. 

Peristiwa ini saja tak mungkin dilarang. Hukum pidana tidak melarang adanya 

orang mati, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatannya orang lain. Jika 

matinya orang itu karena keadaan alam entah karena penyakit, entah karena sudah 

tua, entah karena tertimpa pohon yang roboh ditiup angin puyuh, maka peristiwa itu 

tidak penting sama sekali bagi hukum pidana. Juga tidak penting, jika matinya orang 

itu karena binatang. Baru apabila matinya ada hubungan dengan kelakuan orang lain, 

di situlah peristiwa tadi menjadi penting bagi hukum pidana. Ada lain istilah yang 

dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya 

dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. 

Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada "perbuatan" tapi "tindak" tidak 

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan 

konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak 

adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana 

lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga 

sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka 

dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam 



 
 

pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata 

perbuatan. 

 

2.1.2 Tujuan Hukum Pidana 

Tujuan hukum pidana antara lain terdapat dalam pedoman pelaksanaan 

KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman bahwa tujuan Hukum Pidana 

adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran 

materiil, ialah kebenaran selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan 

menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk 

mencari siapakah siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu 

pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari 

pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah 

dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. 

Kemudian Van Bamellen mengemukakan tiga tujuan hukum pidana sebagai 

berikut: 

1. mencari dan menemukan kebenaran; 

2.  pemberian keputusan oleh hakim; 

3.  pelaksanaan keputusan, (Van Bamellen dalam Andi 

Hamzah,1994:70-73) 

Dari ketiga tujuan tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan dari 

tujuan berikutnya adalah “mencari kebenaran” secara materiil. Setelah menemukan 



 
 

kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan bahan bukti itulah hakim akan 

sampai pada putusan. Kehakiman, bahwa pelaksanaan keputusan tersebut harus 

berdasarkan perikemanusiaan. Akan tetapi yang harus tetap menjadi pertimbangan 

utama ialah bahwa tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, 

ketenteraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. 

Pada hakekatnya bahwa tujuan ilmu hukum pidana ialah mempunyai 

persamaan dengan ilmu hukum dengan kekuasaan yaitu mempelajari hukum 

mengenai tatanan penyelenggaraan proses perkara pidana dengan memperhatikan 

perlindungan masyarakat serta menjamin hak-hak asasi manusia dan mengatur 

susunan serta wewenang alat perlengkapan negara penegak hukum untuk mencapai 

kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. 

Dengan sarana peraturan hukum pidana itu, susunan dan wewenang alat 

perlengkapan negara penegak hukum dalam proses perkara pidana mempunyai tugas 

mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, mengadakan tindakan penuntutan 

secara tepat, dan memberikan keputusan dan pelaksanaannya secara adil (Sudradjat 

Bassar M, 2004:29). 

Dengan demikian tugas atau fungsi dalam hukum pidana melalui alat 

perlengkapannya ialah: 

1.  untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran, dalam hal 

ini adalah kebenaran secara materiil 

2. mengadakan penuntutan hukum dengan tepat 



 
 

3.  menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan 

4.  melaksanakan keputusan secara adil. 

 

2.1.3 Asas-Asas Hukum Pidana 

Asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "Tidak dipidana 

jika tidak ada kesalahan (Geen Starf Zonder Schuld; actus non facit nisi mens sir 

rea). Asas ini adalah asas tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia. 

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan 

Leer van het materiele feit (Feit materiele). Dahulu hal ini dikenakan juga atas 

pelanggaran, tetapi sejak adanya arrest susu dari H.R. 1916 Nederland, hal itu 

ditiadakan, juga untuk delik-delik overtredingen berlaku pula asas tiada pidana tanpa 

kesalahan (Arrest Susu H.R. 14 Pebruari 1916). 

Memang ada beberapa hukum pidana yang tidak memakai unsur adanya 

kesalahan dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana, diantaranya 

hukum pidana fiskal. Dalam hal pidana fiskal, kalau ada pelanggaran maka pidananya 

adalah denda atau perampasan. Hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan 

diingatkan dalam hubungan antara sifat melawan hukum perbuatan dan kesalahan. 

Kesalahan tidak dapat dimengerti tanpa adanya perbuatan, tapi sebaliknya perbuatan 

mungkin ada tanpa adanya kesalahan. Hal ini berarti seseorang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) tanpa melakukan perbuatan pidana, 

walaupun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dapat dipidana. Seseorang yang 



 
 

tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu perbuatan pidana tidak mungkin 

dikenakan pidana, walaupun di masyarakat tabiatnya buruk. Untuk dijatuhi pidana, 

seseorang harus dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana, sehingga seseorang 

itu tidak mungkin dipidana selama dia tidak melanggar larangan pidana. 

Dalam pertanggungjawaban pidana, seseorang dapat dikatakan mempunyai 

kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana mampu untuk mengetahui 

makna perbuatan tersebut, dan oleh karenanya dapat bahkan harus menghindari 

perbuatan yang demikian itu. Seseorang juga harus mempertanggungjawabkan 

perbuatan pidanaya karena dia alpha atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang 

dalam hal tersebut dipandang seharusnya (sepatutnya) dia lakukan, meskipun hal 

tersebut tidak sengaja dia lakukan. Dalam hal ini masalahnya bukan lagi kenapa 

melakukan perbuatan padahal mengetahui sifat buruknya perbuatan seperti dalam hal 

kesengajaan, melainkan kenapa tidak menjalankan kewajibankewajiban yang 

seharusnya dilakukannya, sehingga akibatnya masyarakat dirugikan. Di sini 

perbuatan terjadi karena adanya kealpaan. 

2.2. Tinjuan Umum Tentang Remaja  

2.2.1 Pengertian dan Ciri-Ciri Remaja  

Masa remaja adalah masa yang indah sulit untuk dilupakan. Selan itu juga, 

masa remaja adalah masa-masa yang sulit untuk dilalui karena pada masa ini terjadi 

perubahan yang begitu mendadak dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Banyak 

gambaran yang diberikan mengenai masa remaja ini oleh remaja sendiri maupun oleh 



 
 

orang di luar diri remaja baik gambarang yang positif maupun gambarang yang 

negatif. Gambaran-gambaran yang diberikan remaja sendiri mengenai masanya ini 

didasarkan apa yang mereka rasakan pada saat mereka berada pada masa remaja ini. 

Sedangkan gambaran-gambaran yang diberikan oleh orang-orang  di luar remaja, 

biasana didasarkan pada kejadian-kejadian yang telah diperbuat oleh remaja sendiri. 

Gambaran positif diberikan kepada remaja yang menghasilak sesuatu yang bernilai 

positif seperti prestasi atau suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Namun sebalaiknya, 

gambarang negatif juga akan melekat pada diri seorang remaja jika menunjukkan 

tingka laku yang kurang terpuji seperti perkelahian tanding, tawuran, hamil diluar 

nikah dan lain-lain.  

Gambaran-gambaran positif yang diberikan oleh orang tua dan orang-orang 

dewasa lainnya kepada remaja adalah kelompok yang bertanggung jawab, potensi 

manusia yang perlu dimanfatkan, kelompok manusia yang energik (Andi Mappiare, 

1982:25). Sedangkan gambaran negatif yang diberikan oleh orang tua dan orang 

dewasa lainnya  kepada remaja adalah kelompok yang mempunyai corak dan dunia 

sendiri sehingga sukar dijamah oleh orang tua dan orang dewasa lainnya, periode 

pemberontakan, masa yang menentang dan menyulitkan, serta kelompok yang senang 

merusak (Andi Mappiare, 1982:34).  

Gambaran positif yang dirasakan oleh remaja sendiri mengenai masanya 

adalah masa yang indah dan menyenangkan. Sednagkan gambaran negatif yang 

dirasakan oleh remaja sendiri mengenai masanya adalah usia belasan yang tidak 



 
 

menyenangkan, masa yang sulir, masa yang lebih rawan dari masa sebelumnya, masa 

yang lebil dan membingungkan karena adanya perubahan yang begitu mendadak dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa (James E. Gardner, 1982:15). 

Gambaran-gambaran yang positif baik yang berasal dari remaja sendiri 

maupun dari orang-orang di luar remaja, akan memupuk rasa percaya diri, rasa 

diterima dalam lingkungannya yang membuat remaja menganggap masanya sebagai 

masa yang benar-benar menyenangkan. Akan tetapi sebaliknya, gambaran-gambaran 

negatif akan membuat remaja merasa dirinya tidak dapat menjalangkan dan 

menyesuaikan diri dengan tahap perkembangan yang baru ini. 

Setelah mengetahui bahwa masa remaja adalah masa yang indah, namun juga 

merupakan masa yang sulit untuk dilalui, maka apakah sebenarnya pengertian dari 

remaja itu sendiri ?.Banyak istilah-istilah lain yang disama artikan dengan pengertian 

remaja itu sendiri, seperti misalnya istilah Pubertas, Adolescentia, atau pun anak 

tanggung. Istilah “Pubertas” diartikan sebagai masa perubahan yang terjadi 

bersamaan dengan tumbuhnya Public Hair, bulu rambut pada daerah kemaluan (Yulia 

Singgih Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, 1991:6). Biasanya istilah pubertas hanya 

dipakai dalam hubungannya dengan perkembangan bioseksual. Istilah “Adolescentia” 

sering diartikan sebagai masa peralihan yang ditinjau dari kedudukan 

ketergantungannya dalam keluarga menuju ke kehidupan kedudukan mandiri (Yulia 

Singgih Gunarsa, dan Singgih D.  Gunarsa, 1991:202). Sedangkan untuk istilah 

anak tanggung diartikan bahwa mereka bukan lagi anak-anak, tetapi juga belum 



 
 

mencapai kedewasaan. Masing-masing istilah tersebut menunjukkan inti yang sama 

dengan pengertian remaja itu sendiri, yaitu “ masa transisi atau masa peralihan di 

mana remaja belum memperoleh status orang dewasa tetapi tidak lagi memiliki status 

anak-anak (James Kenny dan Mary Kenny, 1991:217). 

2.2.2 Ciri-Ciri Masa Remaja  

Setelah anak memasuki usia remaja, anak tersebut akan menunjukkan ciri-ciri 

yang lebih menekankan bahwa mereka telah berada pada masa remaja. Untuk lebih 

memperjelas ciri-ciri demikian oleh remaja, maka perlu dikelompokkan ke dalam 

bagian-bagiannya masing-masing. Perkembangan ciri-ciri remaja adalah sebagai 

berikut: 

a. Dari segi fisiknya, mereka mengalami pertumbuhan jasmani sangat pesat 

di mana berat dan tinggi badan remaja putri lebih cepat daripada remaja 

putera, sehingga gerak gerinya kurang lincah, munculnya organ seks di 

mana remaja puteri lebih cepat dewasa, berubahnya pita suara pada remaja 

putera, sering malakukan aktifitas yang berlebihan sehingga lupa akan 

hidup disiplin, dan mereka akan lebih sering memperhatinan 

penampilannya. 

b. Dari segi sosialnnya, mereka mulai menuntut kebebasan, cenderung 

membentuk kelompok dan mudah dipengaruhi teman-teman sebayahnya, 

mulai berani menentang dan menantang orang tua dan orang dewasa 

lainnya, lebih mengutamakan teman dari pada keluarga, terjadinya 



 
 

perombakan pandangan dan petunjuk hidup yang telah diperoleh 

sebelumnya. 

c. Dari segi emosinya, mereka mulai sering bertutur kata kasar, emosinya 

kadang-kadang naik atau turun, sering gelisa, suka memberontak, dan 

sering berubah tidak menentu. 

d. Dari segi intelektualnnya, mereka sukan berkhayal dan fantasi, ingin 

mencoba-coba segala hal yang belum diketahuinya, ingin menjelajah ke 

alam yang lebih luas, mulai dapat berpikir serius dan cepat mengambil 

kesimpulan.  

e. Dari segi rohaninya, mereka mulai mencari kebenaran, mempunyai 

banyak pertanyaan tentang agama, timbul keragun terhadap aneka 

kepercayaan dan adanya pertentangan antara ajaran sekolah dengan ajaran 

kita suci, serta mementingkan pengalaman agama. 

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa remaja adalah individu yang 

sedang mengalami masa transisi atau masa peralihan pada segi fisik, emosi, 

intelektual, sosial, dan rohani dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Adapun ciri-

ciri mereka sebagai remaja antara lain dapat dilihat dari beberapa segi 

perkembangannya seperti, dari segi fisik, mereka sedang tumbuh pesat dan mulai 

suka memberontak. Dari segi intelektualnya, mereka mulai dapat berpikir serius, dan 

ingin mencoba-coba segala sesuatu yang belum diketahuinya. Dari segi 

sosialnnya,mereka mulai menuntut kebebasan, dan kecenderungan untuk membentuk 



 
 

kelompok. Dari segi rohaninya, mereka mulai mencari kebenaran dan mulai 

mempunyai banyak pertanyaan tentang agama. 

2.2.3 Tugas Perkembangan Remaja  

Disetiap periode atau tahapan perkembangan, seseorang pasti mempunyai 

tugas yang harus dilaksanakannya dalam mempersiapkan dirinya untuk memasuki 

alam kehidupan masa dewasa dan untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar individu 

yang bersangkutan dapat bertingka laku dan bertindak sesuai dengan usia dan 

perkembagannya. Ada beberapa ahli yang memberikan pengetian mengenai tugas 

perkembangan remaja, yaitu: 

Menurut R.J Havighurst 

Tugas yang muncul pada saat atau seketikan suatu periode tertentu dari 

kehidupan individu, yang jika bersinar akan menimbulkan rasa bahagia dan 

membawa kea rah keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas berikutnya, 

akan tetapi kalau gagal menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam 

menghadapi tugas-yugas berikutnya (Hurlock, 1990:9). 

 

 

Menurut Kartini Kartono tugas perkembangan adalah: 

Tugas –tugas khusus yang harus dilakukan oleh individu  sebab didorong oleh 

kemasakan pribadi dan dorongan oleh tekanan sosial agar individu yng 

bersangkutan bisa mempertahankan perkembangan yang normal sebagai 

mahluk sosial di tengah masyarakat (Kartini Kartono, 1991:245) 

Menurut Andi Mappiare, tugas perkembangan Remaja adalah: 

Petunjuk yang memungkinkan seseorang mengerti dan memahami apa yang 

diharapkan/dituntut oleh masyarakat dan lingkungan lain terhadap seseorang 

dalam usia tertentu (Mappiare, 1982:99). 



 
 

Walaupun pengertian mengenai tugas perkembangan didefinisikan oleh tiga 

ahli yang berbeda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama. Tujuan dari 

mengetahui tugas perkembangan tertentu menurut E. Hurlock adalah sebagai 

petunjuk bagi individu untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat dari 

mereka pada usia-usia tertentu, memberikan motivasi kepada setiap individu untuk 

melakukan apa yang diharapkan dari mereka kelompok sosial pada usia tertentu 

sepanjang hidup mereka, memberi petunjuk kepada setiap individu tentang apa yang 

akan mereka hadapai pada perkembangan berikutnya, memberikan petunjuk kepada 

setiap individu mengenai tindakan apa yang akan diharapkan jika sampai pada tingkat 

perkembangan berikutnya. Dengan adanya tujuan dari pelaksanaan tugas 

perkembangan ini, maka tanpaklah bahwa tugas perkembangan tersebut sangat 

memegang peranan penting untuk menentukan arah perkembangan yang normal.  

Melihat pentingnya tujuan dari mengetahui tugas perkembangan bagi setiap 

individu, maka individu yang berbeda pada usia remajapun mempunyai sejumlah 

tugas perkembangan yang harus dilaksnakan. Adapun tugas perkembangan remaja 

yaitu (Singgih Gunarsa, 1987:35). 

1. Memperluas hubungan antara pribadi dan berkomunikasi secara lebi 

dewasa kawan sebaya baik pria maupun wanita; 

2. Memperoleh peran sosial; 

3. Menerima kebutuhannya dan menggunakan dengan efektif; 

4. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua dan orang dewasa lain; 



 
 

5. Mencapai kepastian akan kebebasan dan kemampuan berdiri sendiri; 

6. Memilih dan mempersiapkan lapangan pekerjaan; 

7. Mempersiapkan diri dalam pembentukan keluarga; 

8. Membentuk sistem nilai-nilai moral dan falsafah hidup. 

Banyak kesulitan yang akan terjadi dalam melaksanakan tugas-tugas 

perkembangan pada usia tertentu. Faktor-faktor yang dapat menghalangi kelancaran 

pelaksanaan tugas perkembangan antara lain adalah kurangnya motivasi, kesehatan 

yang buruk, cacat tubuh, tingkat kecerdasan yang rendah, tidak adanya kesempatan 

untuk mempelajari tugas perkembangan, dan tingkat perkembangan yang mundur. 

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menunjukkan atau membantu kelancaran 

pelaksanaan tugas perkembangan adalah adanyan motivasi dari individu, tingkat 

kecerdasan yang cukup atau bahkan tinggi, adanya kesempatan untuk mempelajari 

tugas-tugas perkembangan, kesehatan yang baik dan tidak ada cacat tubuh, tingkat 

perkembangan yang normal, kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan 

sebelumnya dan kedudukan atau urutan anak dalam keluarga. Faktor-faktor yang 

membantu maupun yang menghalangi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 

perkembangan tersebut, sangat besar pengaruhnya terhadap diri remaja dalam 

mencapai tujuan dari tugas perkembangan. 

2.2.4 Tipe-Tipe Kenakalan Remaja  

Secara umum, kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori 

berdasarkan pada cara dan akibat dari kenakalan remaja tersebut, yaitu kenakalan 



 
 

ringan, kenakalan menegah, dan kenakalan berat (Prasadja, 1996:45). Dinakalan 

ringan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan belum merugikan masyrakat umum. 

Kenakalan menegah sudah mengarah ke tindak kekerasan, bahkan mulai merugikan 

baik diri mereka sendiri maupun orang lain. Sedangkan untuk kenakalan berat 

dilakukan secara terus terang dan sudah merugikan masyarakat umum baik fisik 

maupun ekonomi. 

2.2.5 Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Munculnya Kenakalan Remaja  

Masalah kenakalan anak bukanlah hal yang berdiri sendiri. Masalah tersebut 

merupakan bagian dari rangkaian sebab dan akibat dengan masalah-masalah lainnya. 

Namun lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi sikap dan tingka laku anak. 

Lingkungan keluarga dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif. 

Lingkungan keluarga yang tidak memberikan kesempatan optimal, seperti lingkungan 

keluarga yang tidak utuh (broken home), tidak ada komunikasi tetapi sebaliknya 

tindakan oleh kesimpang siuran memberi pengaruh negatif terhadap proses 

perkembangan individu. Dengan demikianlingkungan keluarga tidak dapat diabaikan 

karena berperan dalam mengarahkan proses perkembangan remaja. 

2.2.6 Remaja dan Narkotika  

Masa remaja adalah masa yang unik dan berbeda dengan masa sebelumnya 

dan sesudahnya. Masa remaja merupakan masa yang sulit karena mereka harus 

mempelajari pola sikap dan perilaku baru yang menunjukkan ke masa dewasa. Dalam 



 
 

hal tersebut remaja masih membutuhkan bimbingan dan penyelesaian terhadap 

masalah yang menimpahnya yang berasal dari orang dewasa. Masa remaja juga 

merupakan masa yang menimbulkanketakutan dalam mengambil langkah yang tepat 

dalam hidupnya. Jika ia mengambil langkah yang salah, maka ia dapat terjerumus ke 

dalam hal-hal yang netatif misalnya masalah penyalagunaan narkotika. Hilman dalam 

buku karangan Irwanto dan Yatim (1991;73) menyatakan bahwa remaja 

menyalagunakan narkotika adalah karena adanya perubahan psikologi, sehingga 

terjadi kegoncangan emosional yang mendatangkan perasaan gelisah, hal itu antara 

lain diakibatkan oleh perubahan peran dari masa anak ke masa dewasa, dorongan 

untuk mendapatkan kebenaran dan kegoncangan emosional. Masalah-masalah terebut 

jika dipahami oleh lingkungan terutama orang tuanya tidak akan memberikan dampak 

negatif yang dapat mengakibatkan terjadinya penyalagunaan narkotika oleh remaja 

dan juga dapat menimbulkan motivasi untuk berlaku lebih baik dalam 

perkembangannya. Tujuan remaja dalam menyalagunakan narkotika adalah untuk 

menambah keberanian, keperyaan diri, dan menambah kreatifitas, menghindarkan 

diri dari masalah dan memenuhi rasa ingin tahu. 

2.3 Tinjaun Umum Tentang Kepolisian  

2.3.1 Kepolisian  

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan 

Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 



 
 

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 

keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum khususnya yang 

berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam 

KUHAP, Polri sebagai  penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara 

umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, Pasal 16 Undang- Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

2.3.2 Peran Kepolisian  

Polisi peranan kepolisian di masyarakat adalah mitra yang saling 

membutuhkan, Polisi di negeri ini mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan 

masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu “mempunyai 

tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani 

kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam 

bentuk upaya pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan 

bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.” Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan 

polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu berkenaan dengan 

sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dan sesuatu masyarakat yang 

dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat 

tersebut.  

Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat setempat yaitu tempat dimana 

gejala-gejala sosial tersebut terwujud, maupun masyarakat luas dimana masyarakat  

tersebut menjadi bagiannya, baik masyarakat lokal maupun masyarakat nasional. 



 
 

Pengertian masyarakat juga mencakup pengertian administrasi pemerintahannya atau 

tokoh-tokoh masyarakatnya yang dianggap mewakili kepentingan kesejahteraan 

masyarakat yang bersangkutan. Ringkasnya, peranan polisi dalam menegakkan 

hukum dan melindungi masyarakat dan berbagai gangguan rasa tidak aman dan 

kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Baik melindungi warga 

masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan 

dan ekonomi yang produktif. Pada dasarnya hubungan Polri dengan warga 

masyarakat terbagi dalam tiga kategori:  

1. Posisi seimbang atau setara, dimana polisi dan masyarakat menjadi mitra 

yang saling bekerja sama dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah 

sosial yang terjadi di masyarakat; 

2. Posisi polisi yang dianggap masyarakat sebagai mitranya, sehingga 

beberapa kebutuhan rasa aman harus dipahami dan dipenuhi; 

3. Posisi polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, sekaligus 

sebagai aparat penegak hukum yang dapat dipercaya 

2.3.3 Fungsi Kepolisian  

Pasal 2 : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di 

bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”.   



 
 

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahami asas-asas 

yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu 

sebagai berikut: 

1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum 

wajib tunduk pada hukum. 

2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 

permasalahan masyarakat. 

3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat 

polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan 

ketaatan hukum di kalangan masyarakat. 

4. Asas Preventif, selalu mengutamakan tindakan pencegahan dari pada 

penindakan (represif) kepada masyarakat. 

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan 

permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang 

membelakangi. 

2.3.4 Kepolisian Sebagai Aparat Penegak Hukum  

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang langsung berhadapan dengan 

masyarakat dan penjahat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. 



 
 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menegaskan “ kepolisian 

Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, 

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta 

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”. 

1. Sebagai Penyelidik 

Penyelidikan adalah serangkai tindakan penyelidikan untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang. Menurut Pasal 1 angka 4 KUHAP yang disebut penyelidik adalah pejabat 

polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini 

(KUHAP) untuk melakukan penyelidikan.Dalam pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah 

setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.  

2. Sebagai Penyidik  

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan dimana dilakukan proses penyidikan, 

berdasarkan Pasal 1 butir 1 dan butir 2, merumuskan pengertian penyidik dan 

penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polri atau pejabat pegawai 

negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan 

penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik dengan dan 

cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, 



 
 

dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi atau 

sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.  

Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana 

yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan pleh penyelidik. Tindak 

pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan 

perundang undangan yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana 

(KUHP) maupun yang tersebar di luar kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP). 

2.3.5 Satuan Pembinan Masyarakat (Sat Binmas) 

Tugas Unit Layanan Masyarakat adalah untuk melaksanakan pengembangan 

masyarakat termasuk memberdayakan pemolisian masyarakat, ketertiban umum dan 

kegiatan koordinasi dengan bentuk keamanan swadaya, serta kegiatan kooperatif 

dalam menjaga ketertiban dan keamanan publik 

(httpS://www.polrescimahi.com/pembinaan/satbinmas. diaksese tanggal 19 April 

2020). 

Tugas utama 

1. Melakukan koordinasi dengan bentuk pengamanan inisiatif dalam konteks 

peningkatan kesadaran publik dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; 

2. Bimbingan dan konseling di bidang ketertiban umum untuk komponen 

masyarakat termasuk remaja, pemuda, wanita, dan anak-anak; dan 

https://www.polrescimahi.com/pembinaan/satbinmas


 
 

3. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemolisian masyarakat 

yang mencakup pengembangan kemitraan dan kerja sama antara kantor polisi 

dan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan dan organisasi 

non-pemerintah. 

Kegiatan Sat Binmas; 

1. Merencanakan dan mengatur administrasi kegiatan operasional 

pengembangan masyarakat; 

2. Memberdayakan partisipasi masyarakat dan kegiatan Pemolisian Masyarakat, 

yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dan 

masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan dan organisasi non-

pemerintah untuk menyelesaikan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat; 

3. Melakukan koordinasi dengan bentuk pengamanan swadaya dalam konteks 

peningkatan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum dan 

peraturan; melakukan pembinaan dan konseling di bidang ketertiban umum 

untuk komponen masyarakat termasuk remaja, pemuda, wanita, dan anak-

anak; dan 

4. Melakukan kegiatan sambang desa, informasi, konseling dan tatap muka 

dengan tokoh masyarakat. 

 



 
 

2.4. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; 

 

Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi 
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2.5 Definisi Oprasional  

1. Remaja adalah mereka yang berusia antara anak-anak dan orang dewasa 

dengan perkiraan usia 15 sampai 20 tahun. 

2. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma agama, 

norma hukum, nomra kesopanan dan norma kesusilaan dimana sifat dan 

jenisnya beragam dan dilakukan oleh remaja. 

3. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum positif 

yang tertulis yang di dalamnya mengandung unsur larangan dan sangsi yang 

tegas bagi pelanggarnya. 

4. Binmas adalah salah satu unit dalam tubuh kepolisian yang memilik tugas dan 

fungsi untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan melakukan 

berbagai upaya seperti sosialisasi, penyuluhan, FGD, dan lain-lain. 

5. Upaya pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk menanamkan 

kesadaraan dan ketaan hukum terhadap masyarakat dan sekaligus pemahaman 

terkait dengan permasalahan sosial dari aspek hukum. 

 

 

 

 

 



 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian empiris/sosiologis. Dimana dalam melakukan penelitian ini peneliti akan 

melakukan beberapa pendekatan atau metode pendekan yaitu pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif  adalah suatu metode analisis yang nantinya akan menghasilkan 

data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang disampaikan atau dinyatakan 

oleh responden baik secara lisan maupun secara tertulis, dan selain itu juga melihat 

dari sisi tingka laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Mukti Fajar 

dan Yulianto Achmad, 2010:153) 

3.2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu mengenai “Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam 

Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Pohuwato” 

3.3. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh Peneliti yaitu di Kabupaten 

Pohuwato yaitu di Pada Satuan Binmas Polres Pohuwato dan secara umum di 

Kabupaten Pohuwato. 

3.4. Jenis dan Sumber data 

Adapun sumber data yang akan diambil oleh peneliti yaitu; 



 
 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, 

yaitu penelitian yang dilakukan dalam masyarakat berdasarkan 

observasi/pengamatan dan wawancara secara langsung.  

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelusuran kepustakaan 

dari berbagai literature hukum maupun literature yang juga bersentuhan 

dengan permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, baik dari 

buku, jurnal, bahan ajar, modul, artikel, dan lain-lain yang merupakan bahan 

hukum sekunder. Sedangkan untuk bahan hukum primer yang terdiri dari 

berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

dalam penelitian ini. 

Adapun Jenis dan sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh Penulis 

adalah menggunakan data primer, dalam hal ini bentuk data yang di peroleh langsung 

dari masyarakat, aparat penegak hukum (pihak kepolisian) serta remaja pelaku 

kenakalan remaja yang diperoleh melalui observasi/pengamatan, wawancara. Selain 

dengan menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder, adapun 

data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan buku-buku 

yang berkaitan dengan penelitian yaitu buku tentang kriminologi, kenakalan remaja, 

hukum pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana serta aturan-aturan hukum 

tentang narkotika dan lain-lain.  

 

 



 
 

3.5. Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan subjek yang dianggap kompeten untuk 

memberikan keterangan atau dimintai keterangan terkait dengan permasalahan yang 

penelitia angkat dalam penelitian ini. Sedangkan sampel adalah sebahagian dari 

populasi untuk mewakili subjek yang dianggap kompeten untuk memberikan 

keterangan dengan mewakili unsur-unsur sumjek yang berbeda. 

Dalam penelitian tersebut yang dijadikan populasi atau responden yaitu 

Satuan Binmas Kabupaten Pohuwat. Yang menjadi sampelnya adalah Satuan Binmas 

Polres  Pohuwato yang dengan rincian yaitu 5 orang. Sedangkan untuk tokoh 

masyarakat dan tokoh pendidik (guru) 10 dan untuk kelangan remaja sendiri 20 

orang. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Peneliti yaitu; untuk data primer Melakukan Wawancara langsung kepada pihak 

penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian dari Satuan Binmas Polres Pohuwato 

dalam hal ini untuk memudahkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait 

dengan kenakalan remaja. Sedangkan untuk bahan sekunder melakukan penelusuran 

buku-buku dan bahan-bahan hukum terkait dengan kenakalan remaja dari aspek 

hukum, sosial, dan psikologi. 

3.7. Anlisis Data 



 
 

Analisis data merupakan suatu kegiatan untuk mencari tau permasalah dalam 

penelitian untuk memecahkan permasalah hukum yang diangkat dalam penelitian 

tersebut. Dengan cara melakukan analisis hukum secara sistematis dari berbagai 

bahan hukum yang ada dengan mengedepankan hasil analisis dari aspek 

sosiologisnya dan tanpa megesampingkan dari aspek normatifnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Peran Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menaggulangi Kenakalan 

Remaja di Kabupaten Pohuwato 

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memegang dan 

melanjutkan tongkat stafet pembangunan negara ini. Apa yang kita tanamkan kepada 

meraka hari ini, maka besar kemungkinan itu jugalah yang akan kita petik 

dikemudian hari. Seperti kata pepata, jika kamu menanam pohon pisang, maka tentu 

yang akan kamu petik adalah pisang, bukan buah yang lain. Berbagai upaya yang 

dilakukan untuk mendidik seorang anak tentu hal itu bukanlah perkara yang sia-sia 

jika hal tersebut dilakukan dengan baik dan disertai dengan doa. 

Keluarga dalah salah satu madrasa utama untuk mendidik anak. Apa yang 

mereka liat dalam kehidupan keluarga, maka besar kemungkinan seperti itu juga yang 

akan ditua dikemudian hari. Kehidupan dalam keluarga akan membentuk karakter 

anak, jika dalam kaluarga penuh dengan kedamaian, kehangatan, dan ketenangan 

maka besar kemungkinan akan melahirkan anak yang memiliki watak yang baik pula. 

Begitu pula sebaliknya jika di dalam kehidupna keluarga itu tidak ada keharmonisan 

dalam keluarga maka hal itu juga akan berdampak pada anak.  

Pada dasarnya mendidik adalah tugas yang muliah. Seorang pemimpim yang 

adil, seseorang yang memiliki akhlak yang muliah, seseorang yang cerdas, berprestasi 



 
 

dan berilmu yang lahir dari didikan keluarga atau orang tua yang dengan 

keilmuannya tersebuh memberikan manfaat bagi ummat manusia, maka tentu hal 

tersebut tidak lupuk dari peran orang tua atau keluarga. Sehingga memberikan 

penghargaan pada orang tua yang sukses mendidik anaknya tentu tidak cukup, karena 

begitu berharganya keilmuan, kesolehan, dan ketaatan seorang anak yang lahir dari 

keluarga.  

Sebagai contoh anak yang cerdas, berakhlah muliah, dan ilmunya beranfaat 

bagi ummat manusia. Dan dalam suatu hadis pun telah dijelaskan bahwa ilmu itu jauh 

lebih muliah dibandingkan dengan dunia ini. Begitu pentingnya yang namanya ilmu 

sehingga kedudukan dan kemuliaan ilmu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan 

dunia ini. Sehingga bisa dibayangkan jika manusia tanpa ilmu maka tidak menutup 

kemungkinan manusia tidak ada bedanya dengan binatang. Akan tetapi bukan berarti 

orang yang tidak sekolah, tidak memiliki ilmu pengetahuan yang banyak lalu 

dipersamakan dengan binatang.  Akan tetapi penggunaan kata manusia disini yaitu 

bersifat universal atau keseluruhan. Sehingga manusia tetaplah dia manusia.  

Rendahnya tingkat kesadaran dan ketaatan seorang anak yang lahir dari ilmu 

pengetahuan, maka potensi seorang anak terlibat yang namanya kenakalan remaja 

juga sangat rentang. Sehingga menanamkan dan membibit kesadaran moral pada 

anak usia dini sangatlah penting, tidak harus dengan ilmu duniawi melulu disuapkan 

kepada anak. Akan tetapi perlu juga ilmu dari aspek religius untuk mengimbangi 

pemikirannya dalam menjalani kehidupan dan pertumbuhan mentalnya. Tanamkanlah 



 
 

anak mu didadanya berupa keimanan dan ketakwaan, karena aplikasi google tidak 

mampu menanamkan hal ini.  

Begitu pentingnya moral yang baik untuk menghindari kenakalan remaja, 

maka pemerintah melalui isntitusi kepolisian juga harus berperang aktif untuk 

menjaga moral generasi penerus bangsa ini. Pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat juga selalu membawakan pertumbuhan dan perkembangan dalam segala 

kebutuhannya. Perkembangan kebutuhan ini juga berpotensi menjadi pengaru bagi 

seorang anak melakukan kejahatan. Sehingga hal ini bisa menjadi pengaru dalam 

perubahan cara hidup manusia. Dan tidak menutup kemungkinan berbagai cara 

dilakukan untuk mengimbangan perubahancara hidup itu sendiri.  

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga non 

pemerintahan yang memiliki peran dan fungsi sangat penting untuk menjaga moral 

generasi penerus bangsa ini. Tentuny tugas dan tanggung jawab ini tidak bisa jika 

hanya dibebankan kepada orang tua, guru, dan pemerintah. Olehnya itu harus ada 

lembaga yang bisa menghadirkan rasa segan dan rasa hormat dari aspek positif untuk 

bisa menghadirkan kesadaan dan ketaatan hukum. 

Peran lembaga kepolisian bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum, 

akan tetapi juga memiliki peran untuk memelihara ketertiban umum, juru damai, dan 

pelayan publik. Sehingga perlu untuk dipahami bahwa peran dari pihak kepolisian 

bukan hanya sekedar melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dan 

pelanggaran. Akan tetapi pihak kepolisian juga memiliki peran untuk meleburkan 



 
 

dirinyan di tengah-tengah masyarakat untuk menyelami rasa dan kebutuhan 

masyarakat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pihak kepolisian sendiri.  

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa anak atau remaja adalah generasai 

penerus bangsa ini, terkhusus di daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. 

Tidak sedikit kasus-kasus yang melibatkan remaja atau pelaku tindak pidana adalah 

remaja. Hal ini ini biasa disebut dengan istilah kenakalan remaja (juvenile 

delinquency). Kenakalan remaja ini sendiri pada dasarnya suatu perbuatan yang 

termasuak dalam ketegori melanggar norma hukum, aturan, peraturan, dan hukum 

yang ada adalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. 

Bentuk kenakalan remaja pada dasarnya ada yang bersifat akif da nada juga 

yang bersifat aktif. Kenakalan remaja yang bersifat aktif yang peneliti maksud disini 

adalah bentuk kenakalan yang dilakukan dengan menimbulkan korban, contohnya 

penganiayaan, pencurian, dan lain-lain. sedangkan kenakalan remaja dalam bentuk 

pasif yaitu kenakalan tanpa adanya korban kecuali dirinya sendiri, seperti merokok, 

miras, narkotikan, dan lain-lain. Tentunya kedua bentuk kenakalan ini sangat-sangat 

memperihatinkan jika generasai penerus bangsa ini, khususny di Kabupten Pohuwato 

banyak yang terleibat dalam berbagai bentuk kriminal.  

Untuk data terkait dengan data kasus anak pelaku tindak pidana, dari tahun 

2018 s/d tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 



 
 

Tahun  Laka Lantas Narkoba Reskrim  Jumlah  

2018 12 2 12 26 

2019 13 1 11 25 

2020 8 2 8 18 

Jumlah  33 5 31 69 

 

Berdasarkan data di atas, dari tahun 2018 s/d 2020 kasus laka lantas ada 

sebanyak 33 kasus. Untuk kasus narkoba ada 5 kasus, dan untuk jenis tindak pidana 

lainnya ada sekitar 31. Dengan jumlah keseluruhna 69 kasus.  

Dar data di atas, dapat dipahami bahwa kenakalan remaja bukan suatu hal 

yang biasa-biasa saja. Jika remaja generasi penerus bangsa ini dibiarkan bengkok, 

maka mereka akan senantiasa bengok. Sehingga perlu peranan dari lembaga 

kepolisian untuk membendung berbagai bentuk jenis kenakalan remaja atau 

keterlibatan remaja dalam berbagai tindak pidana dalam hal ini yaitu Satuan Binmas 

Polres Pohuwato. 

Terkait dengan Satuan Binmas ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

Bapak Bernadin Situngkir, SH selaku Kasat Binmas Polres Pohuwato, beliau 

menjelaskan bahwa: “polisi dan masyarakat itu adalah mitra yang mana hal ini biasa 

disebut dengan istilah Polmas dengan kepanjagan yaitu polisi masyarakat. Jadi 

polmas ini sebenarnya adalah suatu bentuk kegiatan dengan mengajak masyarakat 

sebagai mitra kepolisian untuk meningkatkan kesadaan hukum masyarakat. selain itu 

upaya ini juga dilakukan untuk mempermudah kami untuk mengetahui mendeteksi 

begitu dan mengidentifikasi permasalahan ketertiban dan keamanan yang ada 



 
 

ditengah-tengah masyarakat dan sekaligus melakukan pemecahan masalah (problem 

solving). Di lingkung kelurahan atau desa itu kan ada Bhabinkamtibmas yang 

bentindak sebagai pengemban Polmas. Selain itu ada yang namanya FKPM (Forum 

Kemitraan Polri dan Masyarakat) dan BKPM (Balai Kemitraan Polri dan Masyarakat) 

yang keduanya merupakan wadah untuk Polmas”. 

Dari hasil wawancara di atas bahwa pada dasarnya pihak polri dan masyarakat 

harus bersinergi untuk menjagan keamanan dan ketertiban dan juga permasalahan-

permasalahan sosial yang ditengah-tengah masyarakat, penagkalan, penanggulangan 

dari berbagai ancaman dan ganguang Kamtibmas dan juga pencegahan. Selain itu 

peran kepolisian juga harus melakukan peran sebagai juru damai.  

Terkait dengan peran lembagan kepolisian dalam menagani kenakalan remaja, 

penelti melakukan wawancara dengan Bapak Susanto Adam. SH selaku Kaur Mintu 

dalam Satuan Binmas Polres Pohuwato dengan penjelasana bahwa: “masalah 

kenakalan remaja ya, memang merupakan salah satu hal yang menjadi tugas dan 

perhatian kepolisian, terkhusus Binmas. Karena tugas satuan Binmas itu kan 

bagaimana agar masyarakat taat hukum, norma sosial, dan termasu peraturan 

perundang-undangan, bagaimaan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan 

selain itu juga harus berperan aktif dalam menciptakan, memelihara, dan 

meningkatkan keamanan dan ketertiban”. 

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya memang 

tugas kepolisian bukan hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus 



 
 

yang dilporkan atau pengaduan dari masyrakat, akan tetapi melakukan suatu upaya 

untu bagaimana mencegah para remaja dan termasuk masyarakat secara keseluruhan 

agar tidak terlibat atau tidak melakukan suatu tindak pidana.  

Bapak Susanto Adam. SH selaku Kaur Mintu dalam Satuan Binmas Polres 

Pohuwato juga menjelaskan bahwa: “persoalan kenakalan remaja itu meman ada 

berbagai faktor yang mempengaruhi ada yang bersifat internal dalam hal ini faktor 

yang memang melekat pada sifat dan dan karakter anak remaja tersebut, atau dengan 

kata lain anak remaja ini memang memiliki bakat nakal, dan biasanya anak remaja 

yang seperti ini agak rumit pembinaanya. Selain itu ada faktor eksternal yaitu faktor 

yang berada diluar diri anak remaja ini, seperti faktor lingkunga, faktor pergaulan, 

faktor keluarga, dan lain-lain. Dan untuk kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato 

pada dasarnya faktor ini memang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja”. 

Peneliti pada dasarnya setujuh dengan apa yang disampaikan oleh bapak 

Susanto Adam. SH selaku Kaur Mintu dalam Satuan Binmas Polres Pohuwato. 

Bahwa faktor internal dan faktor eksternal merupakan merupakan dua faktor 

penyebab yang memicu potensi anak melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, 

merokok, miras, narkotika, seksual, dan lain-lain. Sebagai contoh faktor lingkungan 

yang buruk misalnya, lingkungan yang buruk ini pada dasarnya tidak memerintahkan 

anak untuk menjadi nakal. Akan tetapi lingkungan mendukung dan memicu 

munculnya bakal nakal tersebut, meskipun tidak dengan metode pembelajaran. 

Karena setiap manusia memiliki potensi bakat untuk menjadi nakal. Akan tetapi 



 
 

tergantung dari pengendalian setiap anak remaja dan potensi pengendalian ini juga 

berbeda-beda untuk setiap anak remaja.  

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu bagian dari Satuan 

Binmas Polres Pohuwato Bapak Julham Simanjorang, SH beliau menjelsakan bahwa 

: “lembaga kepolisian polres pohuwato ini kan ada beberapa Satuan, salah satuan 

yaitu Satuan Binmas Polres Pohuwato yang memang memiliki tugas agar bagaimana 

masyarakat ini sadar dan taat hukum. Ya tentu dengan upaya seperti melakukan 

sosialisasi atau penyuluhan hukum, jika sasaran kami adalah remaja maka satuan 

binmas akan melakukan penyuluhan hukum atau sosialisai ke sekolah-sekolah SMA, 

SMK, MA, SMP dan yang sederajat lah. Jika sasaran kami remaja pada lingkunp desa 

biasanya kan ada karang taruna desa, ya kami melakukan sosialisai di desa-desa. 

Akan tetapi biasanya untuk karang tarunan sekaligus dengan masyarakat lainnya. 

selain itu juga ada jenis kegiatan yang dilakukan oleh satuan kami Binmas Polres 

Pohuwato seperti door to door system atau terjung langsung ditengah-tengah 

masyaraat untuk memberikat informasi atau sosialisai secara langsung terkait dengan 

prodak hukum dan pentinggnya kesadaran dan ketaatan hukum. Jadi ini merupakan 

bagian dari cara satuan binmas polres pohuwato dalam meningkatkan pemahaman 

dan kesadaran hukum masyarakat, termasuk dalam hal ini anak usia remaja. Selain itu 

juga dilakukan patroli sekolah, patrol sambang kampung, patrol kamandanu (patrol 

jarak jauh), patroli blok dan juga keterlibatan anggota kepolisian dalam pramuka 

satuan karya Bhayankara. Jadi di dalam pramuka satuan karya bhayangkara ini kita 



 
 

memiliki banyak waktu dan kesempatan kepada anak-anak remaja untuk melakukan 

pembinaan, pengarahan, dan juga melakukan upaya-upaya untuk menanamkan rasa 

kesadaran dan ketaatan hukum kepada anak-anak remaja. 

Hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan dua hal yang bersifat pokok 

yaitu, pertama bahwa tugas kepolisian bukan hanya dalam upaya represif atau 

penindakan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi juga dengan 

upaya preventif atau dengan kata lain upaya pencegahan agar tidak terjadi yang 

namanya tindak pidana, termasuk dalam hal ini di kalangan remaja. Kedua, bentuk 

kegiatan yang dilakun oleh satuan binmas polres pohuwato dalam melaksanakan 

tugas untuk meningkatkan kesadaraan dan ketaatan hukum masyarakat yaitu dengan 

pembinaan, sosialisasi, penyuluhan, dan juga dengan door to door system.  

Juga dijelaskan bahwa pihak Satuan Binmas Polres Pohwuato dalam 

melakukan pembinaan keamanan swakarsa untuk kalanga remaja, maka dilakukan 

yang namanya patrol sekolah, patroli kamandan, patroli blok, patroli sambang 

kampung dan keterlibatan anggota polri dalam pramuka satuan karya Bhayankara. 

Dalam pramuka satuan karya bhayangkara ini, pihak kepolisian memiliki banyak 

waktu dan kesempatan kepada anak-anak remaja untuk melakukan pembinaan, 

pengarahan, dan juga melakukan upaya-upaya untuk menanamkan rasa kesadaran dan 

ketaatan hukum kepada anak-anak remaja. 

Terkait dengan peran Satuan Binmas, tentu perlu dipahami bahwa lembaga 

kepolisian pada dasarnya memiliki peran sebagai suatu badan penegak hukum, 



 
 

pemelihara ketertiban umum, juru damai, dan juga sebagai pelayan publik yang pada 

intinya adalah melindungi dan melayani.  

Upaya melindungi dan melayanai tentunya juga dilakukan oleh Satun Binmas 

dalam menanggulangi permasalahan kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato.  

Terkait dengan masalah kenakalan remaja, peneliti melakukan wawancara dengan 

bapak Julham Simanjorang. SH beliau menjelaskan bahwa: “permasalahkan 

kenakalan remaja bukan hanya persoalan yang melekat pada anak remaja itu sendiri 

kenapa mislanya dia bisa nakal dan melakukan tindakan kriminal ini dan itu. Padahal 

kan mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah hal yang salah, jika anak remaja 

melakukan suatu tindakan kriminal yang disebabkan oleh faktor internal pada anak 

itu sendiri, maka tentu pembinaan harus dilakukan kepada anak tersebut, karena sifat 

dan karakter tersebut melekat pada diri anak tersebut, akan tetapi jika faktor 

kenakalan remaja itu dari faktor eksternal, maka sasaran sosislisasi/penyuluhan 

hukum yang paling tepat bukan kepada anaknya, akan tetapi yang lebih tepat adalah 

kepada masyarakat. Selain itu peran kepolisian kan sebagai juru damai. 

Mendamaikan anak remaja atau mendamaikan anak pelaku kriminal dengan 

korbannya juga hal yang harus diupayan dalam menjalangkan peran sebagai polisi 

masyarakat ”.  

Dari hasil wawancara di atas, penelisi sependapat dengan apa yang dijelaskan 

tersebut, bahwa faktor internal dan faktor eksternal dari kenakalan remaja tersebut 

harus dibedakan permasalahan dan langka-langka pemecahan masalah tersebut. Jika 



 
 

faktor ekternal anak remaja tersebut nakal adalah faktor lingkungan, maka sasaran 

sosialisai dan/atau penyuluhan hukum, penyuluhan sosial dan keagamaan itu 

sasaranya adalah masyarakat yang ada disekitar lingkungan tersebut. Contoh lainnya 

faktor pergaulan, buruknya pergaulan seorang anak atau dengan kata lain 

terjerumuskan anak tersebut dalam suatu pergaulna yang salah juga disebabkan 

kurangnya perhatian orang tua untuk memberikan bimbingan, petua, dan arahan 

dalam menjalan hidup sebagai seorang remaja.   

Peran untuk mendamaikan remaja yang berkonflik atau mendamaikan dengan 

korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak remaja tentunya termasuk upaya 

yang luar biasa yang memang harus dilakukan. Karena jika anak remaja pelaku 

tindak pidana tidak didamaikan, maka hal tersebut akan menjadi dendam dan juga 

berpotensi melahirkan suatu permasalahan hukum kriminal di masa yang akan 

datang.  

Peneliti menyimpulkan bahwa peran satuan Binmas Polres Pohuwato dalam 

melakukan penanggulangan kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato  yaitu dengan 

melakukan upaya sosialisasi/penyuluhan hukum di sekolah-sekolah untuk secara 

langsung kepada anak remaja dan juga melakukan door to door system kepada 

kumpulan anak-anak remaja dan sekaligus melakukan patrol sekolah dan keterlibatan 

anggota polri dalam pramuka satuan karya Bhayankara. Secara tidak langsung juga 

melakukan sosialisai/penyuluhan hukum kepada masyarakat atau orang tua agar bisa 

mengambil peran dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Selain itu juga 



 
 

melakukan upaya untuk selaku mendamaikan anak yang berkonflik dengan hukum 

dengan korbanya selam hal tersebut bisa diupayakan damai.   

 

4.2 Kendala Satuan Binmas Polres Pohuwato Dalam Menanggulangi Kenakalan 

Remaja di Kabupaten Pohuwato 

Kepolisian Negara  Republik Indonesia sebagai lembaga non-pemerintahan 

tentunya memiliki peran dan fungsi yang tidak mudah dalam memberikan 

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai permasalahan hukum 

untuk mendapatkan perlindungan hukum tentu hal ini merupakan peran dari lembaga 

kepolisian. Hak atas rasa aman dan damai merupakan hak semua manusia. Dalam 

menjalani kehdupan sosial, tidak menutup kemungkinan adanya orang-orang tertentu 

atau sekelompok orang  yang ingin menggangu hak orang lain dengan melaukan 

berbagai jenis tindakan kejahatan yang dilakukan kepada seseorang akan tetapi 

menggangu rasa aman terhadap masyarakat yang lainnya.  

Pelaksanaan fungsi dan peran Satuan Binmas Polres Pohuwato, tentunta tidak 

mulus-mulus begitu saja, tentu ada kendala-kendalam yang sering kali menjadi 

penghambat dalam melaksanakan tugas Pembinaan tersebut. Sehingga untuk 

memaksimalkan upaya perlindungan dan pelayanan membutuhkan suatu upaya yang 

maksimal.  



 
 

Terkait dengan permasalahan kendala-kendala yang ditemuan oleh Satuan 

Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan kenakalan remaja, 

peneliti melakukan wawancara dengan bapak Julham Simanjorang.,SH beliau 

menjelaskan bahwa: “remaja di kabupaten pohuwato tentunya tidak sedikit, jika 

mengharapkan remaja generasi penerus bangsa ini, maka kami tentunya tidak bisa 

menjalangkan hal ini dengan seefektif mungkin, sehingga tentunya kami bersama 

dengan pihak lain, atau lembaga-lembaga swadaya lain untuk menwujudkan tujuan 

tersebut. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik dan pihak-pihak lain yang 

bisa ikut berperan untuk menjaga moral generasi penerus bangsa ini dan selain itu 

jumlah personil kami di Satua Binmas misalnya tidak seberapa jumlahnya. Meskipun 

sedikit, akan tetapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan 

ketentuan hukum yang ada sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat”.  

Penjelasan beliau di atas tentu sangat tepat bahwa yang pada intinya bahwa 

persoalan menjaga moral remaja, penanggulangan, dan pengendalian kenakalan 

remaja tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pihak kepolisian saja, karena dari 

aspek jumlah personil kepolisian dengan jumlah remaja di Pohuwato dan masyarakat 

secara keseluruhan tidak sebanding. Sehingga untuk menaggulangi persoalan 

kenakalan remaja membutuhkan peran dari berbagai pihak. 

Peneliti juga kembali melakukan wawancara dengan bapak Susanto Adam. 

SH selaku Kaur Mintu dalam Satuan Binmas Polres Pohuwato, beliau menjelaskan 



 
 

bahwa: “anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana rata-rata mereka adalah dari 

kalangan keluarga yang kurang memperhatikan anak mereka, kurang memberikan 

pembinaan kepada anak mereka, dan membiarkan anak mereka begitu saja tanpa 

pembinaan dan kalau persoalan pembinaan seakan-akan cukup dilakukan satu kali, 

lepas sudah kewajiban orang tua. Padahal anak ini kan mengahdapi persoalan 

kehidupan sosial berbeda dengan orang tuanya dulu. Orang tua terkadang 

beranggapan dan membiarkan anaknya nakal dengan alasan bahwa dia juga perna 

nakal diwaktu masih usiah remaja. Sehingga orang tua membiarkan anaknya nakal, 

kal memberikan nasehat paling sangat jarang. Selain itu orang tua kurang dan bahkan 

ada yang tidak memberikan contoh yang baik kepada anaknya sejak kecil hingga 

remaja. Di kalangan masyarakat, anak melakukan tindak pidana sudah dianggap hal 

yang biasa, karena seringnya terjadi kasus-kasus kenakalan remaja meskipun tidak 

semua dilaporkan kepada pihak kepolisian.  

Pejelasan beliau di atas menerangkan bahwa beberapa faktor yang menjadi 

kendalan Satuan Binmas Polres Pohuwato dalama melakukan penanggulangan 

kenakalran remaja yaitu, pertama kurangnya personil kepolisian di Satuan Binmas 

Polres Pohuwato. Kedua, kurangnya perhatian dan pemahaman orang tua tertang 

perannya sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak remaja. Ketiga, dari aspek 

budaya bahwa kenakalan remaja adalah suatu hal yang dianggap biasa-biasa saja dan 

dianggap wajar-wajar saja. Tentunya jika permasalah kenakalan remaja dianggap 

biasa-biasa saja, maka potensi terjadinya dan bertambahnya remaja yang terlibat 



 
 

dalam tindak pidana kriminal sangat-sangat terbukan lebar karena didukung dengan 

lingkungan dan budaya yang ada. 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa  

1. Peran satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penanggulangan 

kenakalan remaja di Kabupaten Pohuwato  yaitu dengan melakukan upaya 

sosialisasi/penyuluhan hukum di sekolah-sekolah untuk secara langsung 

kepada anak remaja dan juga melakukan door to door system kepada 

kumpulan anak-anak remaja dan sekaligus melakukan patrol sekolah dan 

keterlibatan anggota polri dalam pramuka satuan karya Bhayankara. 

Secara tidak langsung juga melakukan sosialisai/penyuluhan hukum 

kepada masyarakat atau orang tua agar bisa mengambil peran dalam upaya 

pencegahan kenakalan remaja. Selain itu juga melakukan upaya untuk 

selaku mendamaikan anak yang berkonflik dengan hukum dengan 

korbanya selam hal tersebut bisa diupayakan damai.   

2. Faktor yang menjadi kendalan Satuan Binmas Polres Pohuwato dalama 

melakukan penanggulangan kenakalran remaja yaitu, pertama kurangnya 



 
 

personil kepolisian di Satuan Binmas Polres Pohuwato. Kedua, kurangnya 

perhatian dan pemahaman orang tua tertang perannya sebagai orang tua 

dalam mendidik anak-anak remaja. Ketiga, dari aspek budaya bahwa 

kenakalan remaja adalah suatu hal yang dianggap biasa-biasa saja dan 

dianggap wajar-wajar saja. Tentunya jika permasalah kenakalan remaja 

dianggap biasa-biasa saja, maka potensi terjadinya dan bertambahnya 

remaja yang terlibat dalam tindak pidana kriminal sangat-sangat terbukan 

lebar karena didukung dengan lingkungan dan budaya yang ada. 

5.2 Saran  

Adapun saran peneliti yaitu: 

1. Satuan Binmas Polres Pohuwato dalam melakukan penyuluhan/sosialisai 

perlu melibatkan tokoh-tokoh agama agar lebih menguatkan moral dan 

pemahaman religius anak-anak remaja. 

2. Untuk remaja yang terlibat kenakalan remaja perlu mendapatkan sanksi 

yang positif seperti mengajarkan mereka tentang nilai-nilai agama dan 

sekaligus mewajibkan mereka melaksanakan kewajiban sebagai ummat 

yang beragama. 
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